
BUPATI KUNINGAN 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR 5 TAHUN 2017  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13  TAHUN 2015 
TENTANG PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNING AN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 
perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perangkat Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat 
Desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851 ) ;  

)  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123); (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
dan 

BUPATI KUNINGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12), diubah sebagai berikut : 

1 .  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan : 
a. warga negara Indonesia. 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia; ) 
d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan 

catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang; 
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f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang 
berwenang; 

g. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; 
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter Pemerintah Daerah; 
i. bebas narkotika dan obat terlarang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari pejabat yang berwenang. 
j.  berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum a tau 

yang sederajat; 
k. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 

42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;dan 
1. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda 

dengan Kepala Desa sampai derajat pertama. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

( 1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan 
Kepala Desa. 

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan 
atau seleksi calon Perangkat Desa; 

b. dalam rangka penjaringan dan penyaringan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa wajib 
membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, 
Sekretaris dan minimal seorang anggota; 

c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melaksanakan 
penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa 
sampai menghasi1kan pa1ing sedikit 2 (dua) nama calon 
Perangkat Desa; 

d. hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikonsultasikan 
oleh Kepala Desa kepada Camat; 

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon 
Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 

f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e 

berupa persetujuan atau penolakan; 
g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Desa 
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang 
pengangkatan Perangkat Desa; dan 

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Desa 
melakukan penjaringan kembali calon Perangkat Desa. 
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3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bah, yakni BAB 
IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IVA 
PELANTIKAN PERANGKAT DESA 

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8A 

( 1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa, dapat disaksikan 
oleh BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh 
masyarakat serta dapat dihadiri oleh unsur Kecamatan. 

(2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala 
Desa. 

(3) Sumpah/ janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berbunyi : 

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa 
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil­ 
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan 
dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan 
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang­ 
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi 
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". 

(4) Perangkat Desa wajib berdomisili di desa yang 
bersangkutan dan khusus unsur kewilayahan wajib 
berdomisili di dusun yang bersangkutan. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
Pada tanggal 7 Juli 201  7  

NINGAN, 

Diundangkan di Kuningan 
Pada tanggal 1 0 Juli 20 1 7 

SEKRETARIS DAERAH 

UPATEN KUNINGAN, 

-----� � 
.. ,� -,\ 

ti  

' TIAWAN 

.-· 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINS! JAWA BARAT 

5/90/2017 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NO MOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG PERANGKAT DESA 

I .  UMUM 

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015.  

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU­ 
XIII/2015, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat 
Desa perlu dilakukan penyesuaian. 

IL PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR S 

) 
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